BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka
dapat diambil kesimpulan:

1. Sistem pemilihan pimpinan DPR RI dengan menggunakan sistem paket
yaitu, 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat )orang walik ketua yang dipilih oleh
anggota dalam satu paket dari masing-masing Fraksi partai. Dengan sistem
seperti ini anggota DPR tidak bisa memilih pimpinannya dengan
kehendaknya sendiri dan juga telah mengebiri hak-hak konstitusional setiap
anggota DPR. Seharusnya perubahan suatu bentuk peraturan perundang-
undangan membawa kemaslahatan kepada anggota DPR sebagai cerminan
dari bentuk perwakilan rakyat. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa
pelaksanaan pemilihan pimpinan DPR dengan mekanisme paket akan
menimbulkan persoalan-persoalan baru yang lebih rumit. Pemilihan ketua
DPR dengan Mekanisme paket menimbulkan konflik internal di tubuh
lembaga legislatif itu seperti terjadinya dualism kekuasaan di parlemen.

2. Dalam kenyataannya sistem pemilihan pimpinan DPR di Indonesia tidak
bersifat adil karena dalam tubuh DPR terjadi pro dan kontra dan adanya
dualism kekuasaan. Sementara itu dalam hal hak dan kewajiban. Hak setiap

anggota untuk memilih sendiri calonnya, bukan dari keputusan fraksi pun
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terkebiri. Karena anggota hanya bisa memilih calon yang sudah ditetapkan
oleh masing-masing fraksi. Padahal dalam Islam dalam musyawarah
memilih pimpinan harus mengedepankan kemaslahatan umat. Dalam Figh
Siyasah, persoalan sistem pemilihan pimpinan DPR tidak dijelaskan dalam
Islam sehingga dapat dilakukan ijtihad untuk persoalan-persoalan yang
tidak ada landasan hukumnya. Dari penjelasan mengenai pemilihan
pimpinan DPR diatas terdapat sisi yang beebeda mengenai pemilihan
pimpinan DPR dengan pemilihan ah/ al-hall wa al-‘agd. Jika dalam
pemilihan pimpinan DPR diambil 1 paket calon pimpinan dari setiap fraksi,
lalu dimusyawarahkan secara mufakat.Akan tetapi jika tidak bisa
dimusyawarakan secara mufakat maka dilakukan sistem voting dan yang
memperoleh suara terbanyak itulah yang dipilih. Namun dalam Islam pada
masa Rasulullah, khalifah Umar ra. dan pada masa Bani Umaiyah pemilihan
ahl al-hall wa al-‘aqd dilakukan dengan cara ditunjuk oleh khalifah. Dalam
masa modern pemilihan ah/ al-hall wa al-‘aqd lebih tepat menggunakan
pemilu secara berkala yaitu Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang
sudah memenuhi persyaratan memilih anggota ahl al-hall al-‘aqd sesuai
dengan pilihannya. Namun ada sisi yang sama pula dalam kedua sistem
pemilihan tersebut yaitu dalam pemilihan pimpinan DPR setiap fraksi
menunjuk satu paket calon pimpinan. Sedangkan dalam pemilihan ah/ al-

hall wa al-‘agd pada zaman dahulu ditunjuk oleh khalitah/imam.
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Saran

DPR sebaiknya dalam membuat Rancangan Undang-Undang lebih teliti
supaya tidak terjadi Pro dan Kontra dimasyarakat dan tubuh intitusi legislatif
itu sendiri. Yang mengakibatkan hilangnya hak-hak konstitusional para
anggotanya. Dan juga membuat adanya dualism kekuasaan Di dalam isntitusi
tersebut.

Sebagai kajian ilmiah, karya ini masih mempunyai celah yaitu meneliti
bagaimana sistem musyawarah dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014
ini apak sudah sesuai dengan sistem Syura dalam islam. Karena islam sendiri
menjelaskan lebih mendalam mengenai sistem syura. Penelitian ini bukanlah
akhir untuk menjawab persoalanpersoalan yang ada saat ini tentang mekanisme
pemilihan pimpinan DPR. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014, Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. penelitian ini merupakan langkah

awal untuk menjawab peroalanpersoalan mengenai dinamika sosial-politik.



